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PENDAHULUAN 

Manusia dicipwkan dengan be:rbagai dimensi latar be:lakang kehidupan 

,.ang berbcda. 1 atanan sclanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan 

usaha untuk mengisi kchidupan itu scndiri. Apapun dimcnsi scorang manusia maka 

dalam pand3llgan tcrsebut terbit suatu pcnilaian bahwa manusia tidak luput dari 

berbuat kesalahan. 

Tahap sclunjutnya dari siklus kebidupan adalah tcrdapatnya sebagian kceil 

manusia mclakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam 

kcpadanya dimintakan pcrtanggungjawaban. 

Mcngingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang 

dituduh melakuknn perbuatan pidana adalah suatu be:ntuk perampasan tcrhadap 

hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya scorang tcrdakwa haruslah 

diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang tclah ditentukan di 

dalam hukum )'ang be:rlaku pada saat sekarang. 

Adapun ketentU3Il }ang memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia 

dalam peradilan scpcrti yang lerdapat pada Undang-Undang No. 04 Tahun 2004, 

Tcntang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. pada pasal 7 dan 8 

mcngatakan sebagai berikut : 

Pasal (7) UU No. 3\04 Tahun 2004 menyebutkan : Tiada scorang juapun dapat 
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dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan. selain atas 

perintah tertulis olch kel-..-uasaan yang sah dalarn hal dan menurut cara-cara yang 

diatur oleh Undang-Uodang. 

Pasal (8) UU No. 04 Tahun 2004 mengatakan : Setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan. dituntut I atau dihadapkan di depan pengadilan. Y.'lljib dianggap 

tidak bersnlah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 

dan mcmperoleh kekuatan hukum yang Letap. 

Dalam pasal tersebut di atas nyatalah dimana negara Republik Indonesia 

mengakui, memberi pcrhatian dan menjunjung tinggi hak kemcrdekaan scscorang, 

wnluupun scscorang itu tdah diduga melakukan suatu tindak pidana. 

Kctcntuan ini memberi arti, bahwa bak dan kebebasan manusia bcnar-benar 

dijamin dan dilindungi scpcnuhnya olch ncgara. Jadi apabila ada sescorang dari 

warga masyarokat yang melallj,!gar keteotuan-ketentuan hukum pidana maka alat

alut kekuasaan oegara yang diberi wewenang untuk itu ap;ibila mengambil tindakan 

harus scsuai dengan ketcntuan hukum. bekerja secara tertib, tidak bcrbuat 

se\\en:ing-wenang scrta mcnjunjung tinggi hak azasi warga ncgara. 

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut \Viryono Prodjodikoro 

adalah •·supaya suatu peraturan huk"llfTI pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa 

seseorang ynng mclanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana 

mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya." 1 

1 Wirjono Prodjodikoro. llukum 14'-ara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung 1970,hal 20. 
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Berkenaan dcngan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya 

kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, 

yang menjungjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka 

pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang -Undang 

No. 8 Tahun 1981, Lcmbaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang HuJ..."Uill 

Acara Pidana. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada 

seorang terdakwa harus dibcrikan bantuan huJ..."Uill dalam statusnya tersebut 

yang pada penelitian ini dibatasi pada kasus pencurian sepeda motor. Salah 

satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pcncurian 

kcndaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas 

maupun cara-cara pencuriannya. 

Akibat yaag langsung terjadj dari semaki n meningkatnya pencurian 

kcndaraan bcrmotor ( curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada 

pcmilik kcndaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja 

instansi terkait yang salah satunya adalah pibak kepolisian ini untuk 

mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bcrmotor (curanmor) ini. 

l'vfeskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencuriaa kendaraaa 

bcrmotor ini terungkap, lelapi pada kenyataannya aagka pencurian bermotor ini 

bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang dernikian maka 

keberadaan kcpolisiaa sebagai penyidik utarna dalam kasus-kasus tindak pidana 

lcrmasuk halnya pencurian kcndaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan 
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